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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat Nagari Lubuk
Karak dalam melakukan perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor
yaitu : (1) Pemahaman hukum masyarakat yang masih rendah, (2) Faktor
sarana dan fasilitas, (3) Faktor pendidikan masyarakat yang masih
tergolong rendah, (4) Faktor biaya dan (5) Faktor waktu yang masih
menjadi persoalan bagi masyarakat di Nagari Lubuk Karak.

Tingkat kepatuhan hukum masyarakat pelaku talak di luar Pengadilan
Agama di Nagari Lubuk Karak dalam melakukan perceraian jika diukur
berdasarkan teori kepatuhan hukum masih berada pada tingkat
compliance, yaitu kepatuhan karena takut pada sanksi saat melanggar
suatu aturan hukum atau karena ingin memperoleh keuntungan. Namun,
kepatuhan pada masyarakat Nagari Lubuk Karak juga bukan kepatuhan
pada hukum positif melainkan hanya patuh pada hukum agama dan

hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat.

5.2.Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, dapat disarankan sebagai

berikut :

1.

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan bahwa masih banyak
kasus talak di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Nagari Lubuk Karak,
maka selayaknya pihak Pengadilan Agama melakukan kerjasama dengan
pemerintah nagari atau kecamatan untuk melakukan sosialisasi kepada
masyarkat tentang edukasi perceraian di Pengadilan Agama. Selain itu

juga dapat dengan membuka layanan sidang keliling sehingga dapat
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menekan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat karena menempuh
jarak yang cukup jauh.

Tokoh masyarakat, tokoh agama dan adat, pemerintah setempat
memberikan edukasi kepada masyarakat dan memperketat
pemberlakuan hukum bagi setiap pelanggarnya sehingga secara
perlahan akan membentuk kepatuhan hukum ditengah masyarakat di

Nagari Lubuk Karak.
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